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PERJANIIAN
SEWA ASET PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

NO. KL.Z05/X/5/DV,1-2022

Pada hari ini Kamis, Tanggal Enam, Bulan Oktober, Tahun Dua ribu dua puluh dua (06-10-2022) disepakati dan
ditandatangani Perjanjian Sewa Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero), selanjutnyadisebut “Perjanjian” oleh dan di antara PT
Keveta Api Indonesia (Persero) selanjutnya disebut “KAT”, dalam hal ini diwakili oleh YUSKAL SETIAWAN, dalam kedudukan
jabatannya sebagai VICE PRESIDENT PT. KERETA API INDONESIA (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara
berdasarkan Peraturan Direksi PT, Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor : PER.U/KL.713/11/1/KA-2019 Tanggal 14 Februari 2019
tentang Kewenangan Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Aset Tetap dan "PENYEWA”, selanjutnya secara bersama-sama
disebut "PARA PIHAK", menerangkan sebagal berikut :

NO SUBSTANSI KETERANGAN
1. PENYEWA
a. NAMA PENYEWA : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA
Ir. SUPRYANTO, MM
SELAKU : KEPALA DINAS BERDASARKAN KEPUTUSAN
b. NAMA YANG MEWAKILI* PERHUBUNGAN PROVINSI GUBERNUR SUMATERA UTARA
SUMATERA UTARA NOMOR : 821.22/590/2022
TANGGAL 8 JULI 2022
€. ALAMAT/DOMISILI HUKUM : JALAN IMAM BONJOL NO. 61, KEL. SUKA DAMAI, KEC. MEDAN
POLONIA "
KOTA : MEDAN KODE POS:
d. TELEPON/FAX& EMAIL NO. NO.
EMAIL
2 DOKUMEN PENYEWA
a. IDENTITAS PERORANGAN
REMRIBWRY,
0. NPWP NO. 00.124.828.5-121.000

c. IDENTITAS BADAN
HUKUM/USAHA/INSTANSI
(SURAT KEPUTUSAN/AKTA
PENDIRIAN/ANGGARAN DASAR & AKTA
TERAKHIR )*

d. PENGESAHAN / PERSETUJUAN / PENETAPAN

x

e. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN *

f. SIUP *

g. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR DIRJEN
PAJAK*

h. SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA

B FpAK

KAl PENYEWA

Y :
¥ Halaman1dan 3



7.

OBJEK SEWA (LAMPIRAN I)
a. LOKASI EMPLASEMEN BINJAI DI JALAN [KAN PAUS KM. 204909,5 S.D KM.
214022,5 SEBELAH KIRI JALAN REL LINTAS MEDAN - KUALA, KEL.
TANAH TINGGI, KEC. BINJAI TIMUR, KOTA BINJAI
b. LUAS TANAH/ BANGUNAN 2.740 m*
(DUA RIBU TUJUH RATUS
EMPAT PULUH METER
PERSEGI)
¢. PENGGUNAAN TERMINAL ANGKUTAN UMUM
STATUS PERJANJIAN
STATUS PERJANJIAN O esmu 7 pereaniancan
JANGKA WAKTU
JANGKA WAKTU ] HaRAN [(/] TAHUNAN
a. JANGKA WAKTU SEWA HARI 5 (LIMA) TAHUN
b. MASA BERLAKU PERIANJIAN 01 JANUARI 2023 s.d. 31 DESEMBER 2027
MASA PEMANFAATAN **
PERIODE s.d.
HARGA DAN TATA CARA PEMBAYARAN SEWA (LAMPIRAN II)
TATA CARA PEMBAYARAN L] oimukaqumas) [Z7]BErTAHAP
a. TARIF SEWA Rp. 249.250.000,-
b. BIAYA ADMINISTRASI & UKUR Rp.  150.000,-
€. TARIF MASA PEMANFAATAN ** .
d. COST OF MONEY **** Rp. 24.925.000,-
€. TOTALSEBELUMPPN (a +b+c +d) Rp. 274,925.000,-
f. PPN Rp. 30.175.750,-
9. HARGA SEWA (e +f) Rp. 304.500.750,-
Terbilang : TIGA RATUS EMPAT JUTA LIMA RATUS RIBU
TUJUH RATUS LIMA PULUH RUPIAH
h. DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN  2%o per hari dari Total Tagihan
i. SANKSI LARANGAN 3 (tiga) kali dari Total Harga Sewa
KORESPONDENSI
a. KAI
-ALAMAT JALAN PROF.H.M YAMIN,SH NO. 14 MEDAN
“TELEPON/FAX NO TLP. (061) 4533012, NO FAX. (061) 4521427
b. PENYEWA
-ALAMAT JALAN IMAM BONJOL, KEL. SUKA DAMAI, KEC. MEDAN POLONIA,
KOTA MEDAN
~TELEPON/FAX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENGADILAN NEGERI MEDAN
B FPAK
KAI PENYEWA
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PARA PIHAK telah mengerti dan menyetujul seluruh Isi Perfanjlan Inl beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dari perjanjian Ini sebagaimana lampiran sebagal berikut :

a. Lampiran I : Siteplan dan/atau Spesifikasi Teknls Objek Sewa;

b. Lampiran Il » Harga dan Tata Cara PembayaranSewa;

€. Lampiran Il : Syarat dan ketentuan Perjanjlan Sewa Aset PT KAI (Persero);

d. Lampiran IV : Berita Acara Negoslas!;

e Lampiran V : Nomor Virtual Account.
Penanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap ditandatangan! PARA PIHAK di atas meteral cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama
untuk masing-masing Pihak.

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA PT KERETA WA (PERSERO)

Keterangan:
*) : Diisi hanya apabila Penyewa Badan Hukum / Badan Usaha / Instansi
(**)  : Diisi bila ada Masa Pemanfaatan
(***)  : Tata cara pembayaran sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero).
(****) : Cost Of Money diisi bila pembayaran dilakukan secara bertahap.

KAI PENYEWA

MR
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TANGGAL

SYARAT DAN KETENTUAN
PERJANJIAN SEWA ASET PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

Syarat dan Ketentuan Perjanjian ini telah disetujul dan
disepakati oleh dan antara PT Kereta Api Indonesia
(Persero) selanjutnya disebut "KAI® dan PENYEWA yang
merupakan  bagian yang tlidak lerpisahkan dengan

Perjanjian.

PASAL 1
DEFINISI

Dalam syarat dan ketentuan ini yang dimaksud dengan:

1 Perjanjian adalah ikatan hukum vyang dibuat
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk
tertulis antara KAI dengan PENYEWA.

2. Objek Sewa adalah Aset KAl yang menjadi Objek dalam
Perjanjian ini dengan rincan lokasi, luas dan
peruntukan/penggunaan/pemanfaatan scbagaimana
diatur dalam Perjanjian.

1 Aset adalah tanah, lahan, bangunan, ruang udara yang
berada di atas lahan, fasilitas penunjang, termasuk
namun tidak terbatas pada Tower, Reklame dan Utilitas
lainnya yang berada di bawah penguasaan dan/atau
kepemilikan KAL

4. Sarana Milik Penyewa adalah segala sesuatu/benda
yang ditempatkan/dipasang/ dibangun oleh PENYEWA
pada Objek Sewa setelah mendapat izin tertulis dari KAI
sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

5 Biaya adalah segala kewajiban pembayaran meliputi
Harga Sewa, pajak-pajak, biaya transfer pembayaran,
cost of money, revenue sharing, termasuk denda dan
ganti rugi, bila ada yang harus dibayar oleh PENYEWA.

6. Hak Retensi adalah hak KAI untuk menahan dan
menguasai barang-barang milik PENYEWA yang berada di
atas Objek Sewa, bila PENYEWA belum melaksanakan
kewajibannya untuk mengembalikan Objek Sewa
berdasarkan Perjanjian ini.

1. Faslilitas adalah fasilitas pendukung meliputi instalasi air,
listrik, telepon, dan Apar (Alat Pemadam Apl Ringan) dan
fasilitas penunjang lainnya.

6. Kegiatan usaha adalah kegiatan apapun di Objek Sewa
yang menghasilkan pendapatan bagi penyewa.

8 Virtual Account adalah nomor rekening virtual yang
dibuat oleh bank untuk diberikan kepada penyewa (badan
usaha atau perorangan) sebagai rekening tujuan untuk
melakukan pembayaran Harga Sewa.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

(1) Bahwa KAI selaku pemilik/penguasa Aset sepakat
untuk menyewakan Aset tersebut kepada PENYEWA.

(2) PENYEWA menggunakan Objek Sewa sesuai dengan
Penggunaanya.

(3) PENYEWA dapat memanfaatkan Objek Sewa setelah
perjanjian berlaku dan PENYEWA telah melakukan
pembayaran dengan bukti kuitansi lunas, serta
PENYEWA telah melengkapi persyaratan sebagaimana
diatur dalam Perjanjian ini dan memiliki segala
perizinan terkait penggunaan Objek Sewa sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan peraturan lain yang berlaku di lingkungan KAI.

- PTKERETA AP1INDONESIA (PERSERQ) | SEWA

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN KAI dan PENYEWA

(1) HAK KAI :

2)

a.
b.

C.

e.

Menagih atau menerima pembayaran Harga Sewa
dan/atau denda dari PENYEWA;

Menerima atau menolak permohonan
Perpanjangan Jangka Waktu Sewa oleh PENYEWA;
Menegur/memperingatkan  PENYEWA  secara
tertulis apabila PENYEWA telah menyalahgunakan
peruntukan Objek Sewa atau melanggar Perjanfian
ini, dan apabila setelah 3 (tiga) kali peringatan
PENYEWA tidak mengindahkan atau melakukan
upaya apapun terhadap pelanggarannya tersebut,
maka KAI berhak memutus Perjanjian ini secara
sepihak;

Menerima kembali Objek Sewa pada saat
berakhirnya Perjanjian, dalam kondisi baik serta
terbebas dari segala macam hak dan kewajiban
serta tanggung jawab Pihak lain;

Melakukan pemeriksaan secara berkala/sewaktu-
waktu terhadap Objek Sewa yang dipergunakan
PENYEWA;

Mendapatkan jaminan dari PENYEWA, bahwa Objek
Sewa tidak dipergunakan untuk
hal-hal yang melanggar kesusilaan, kepatutan,
ketertiban dan kepentingan umum;

Memutus perjanjian secara sepihak apabila
PENYEWA telah melanggar Perjanjian ini setelah
diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dalam
tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender;
Memutus/mencari PENYEWA lain setelah perjanjian
berakhir, apabila setelah 10 (sepuluh) hari
kalender PENYEWA tidak memberikan tanggapan
terhadap pemberitahuan sebagaimana disebutkan
ayat 2 huruf e;

Bebas dari segala tanggung jawab dan beban
apapun zpabilz terjadi kerusakan/gangguan yang
ditimbulkan dari kegiatan PENYEWA di atas Objek
Sewa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini
sehingga menimbulkan kerugian pada Pihak
manapun dan/atau lingkungan di sekitarnya;
Melaksanakan Hak Retensi terhadap PENYEWA
apabila, PENYEWA  belum  melaksanakan
kewajibannya untuk mengembalikan Objek Sewa

berdasarkan Perjanjian ini.

KEWAJIBAN KAI:

Menyerahkan Objek Sewa kepada Penyewa setelah
pembayaran diterima dan KAl telah memberikan
bukti kuitansi lunas;

Mengizinkan PENYEWA untuk menggunakan Objek
Sewa sesual peruntukkannya dan sesuai dengan
batas waktu yang telah disepakati bersama;
Memberitahukan kepada PENYEWA selambat-
lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya apabila KAI
akan menggunakan Objek Sewa tersebut untuk
kepentingan Negara dan/atau KAI; :
Mengembalikan sisa pembayaran yang dihitung
secara proporsional apabila perjanjian berakhir
karena objek Sewa akan dipergunakan oleh Negara
dan/ atau KAI;

Memberitahukan bahwa Perjanjian akan berakhir
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya.

=T
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Ja

. Memperbaharui

i. Memasang

,m ek PENYEWA:

2 Menggunakan Objek Sewa sesual peruntukkannya
dan sesuai dengan batas waktu yang telah
disepakati bersama, kecuali apabila penyewa
meianggar perjanjian ini dan perundang-undangan
vang berlaku;

2. Menerima bukti kuitansi pelunasan pembayaran;

£. Menerima sisa pembayaran yang dihitung secara
proporsional apabila Perjanjian berakhir karena
Objek Sewa akan dipergunakan oleh Negara
dan/atau KAIL

K=wajiban PENYEWA:

2. Membayar Harga Sewa dan/atau denda kepada
KAIL;

2. Mendahulukan pembayaran-pembayaran apapun
yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini daripada
pembayaran lainnya yang karena apapun juga
wajib dibayar oleh PENYEWA terhadap siapapun;

. Mengurus atau memperbaharui segala perizinan

kepada Pihak yang berwenang yang berkaitan
dengan penggunaan Objek Sewa dengan biaya
sepenuhnya merupakan tanggung jawab
PENYEWA, dan bertanggung jawab sepenuhnya
apabila timbul tuntutan Pihak Lain terkait perizinan
dimaksud;

d. Tidak menggangqu kegiatan operasional
perkeretaapian dan pelayanan penumpang;

segala perizinan sebagaimana

dimaksud huruf c secara berkesinambungan

selama Perjanjian ini berlaku;

f. Memelihara, menjaga keamanan, ketertiban, dan

mengamankan Objek Sewa;

g. Menaati segala peraturan perundang-undangan

yang bertaku, termasuk tapl tidak terbatas pada
peraturan yang berlaku di lingkungan KAI yang
berkaitan dengan sewa-menyewa;

h. Membayar pajak-pajak dan biaya-biaya lainnya
sesuai peraturan yang berlaku atas penggunaan
Objek Sewa terhitung sejak berlakunya perjanjian
ini sampai dengan berakhirnya Perjanjian ini;

Fasilitas vyang diperiukan oleh

PENYEWA yang belum ada/terpasang pada Objek

Perjanjian dengan biaya ditanggung PENYEWA

untuk dan atas nama KAI;

i. Memasang perlengkapan standar keamanan dan

keselamatan pada Objek Sewa;

k. Menggunakan Objek Sewa sesuai peruntukannya

dan ukurannya;

I. Bertanggung jawab apabila terjadi
kerusakan/kerugian vyang ditimbulkan  dari
penggunaan Objek Sewa oleh PENYEWA dan
menjamin untuk membebaskan KAI dari tuntutan
Pihak Lain;

m. Mengembalikan Objek Sewa sebagaimana diatur

dalam Perjanjian ini;

n. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), listrik

dan iuran iainnya terkait Objek Sewa atas nama
KAI;

0. Menyerahkan bukti setor atas pembayaran Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) kepada KAI;
p. Memberi izin kepada KAI untuk melaksanakan Hak
Retensi apabila PENYEWA belum melaksanakan

kewajibannya mengembalikan Objek Sewa
berdasarkan Perjanjian ini.
- FI KERETA APl INDONESIA (PERSERO}: SEWA

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(@)

(3)

4)

PASAL 4
LARANGAN

PENYEWA dilarang melakukan hal - hal sebagai

berikut:

a. Menggunakan Objek Sewa tidak sesuai dengan
Perjanjian dan untuk hal-hal yang melanggar
Peraturan perundang-undangan vang beriaku;

b. Menggunakan Objek Sewa untuk fasilitas umum
dan/atau fasilitas sosial;

c. Menjaminkan atau membebani Objek Sewa,
Fasilitas milik KAI dan Sarana milik PENYEWA
dengan Hak Tanggungan atau jaminan kebendaan
lainnya;

d. Menjual Objek Sewa milik PENYEWA tanpa seizin
KAI,

e. Menambah, mengubah dan/atau mendirikan
bangunan dan/atau fasilitas pada Objek Sewa
tanpa seijin KAI;

f. Menggunakan Objek Sewa untuk kegialan yang
mengandung unsur pornografi, SARA, politik dan
materi lain yang dilarang oleh ‘peraturan
perundang-undangan.

PENYEWA dilarang melakukan hal-hal yang dapat
mengganggu operasional Kereta Api dan/atau
memanfaatkan/merusak Sarana, Prasarana KAI yanag
berada di sekitar Objek Sewa.

PENYEWA dilarang melakukan hal-hal yang dapat

mengganggu  pelayanan penumpang sehingga
menimbulkan komplain dari pihak lain dan/atau
penumpang.

Dalam hal Objek Sewa berlokasi di area stasiun dan
kantor KAI, PENYEWA dilarang menggunakan kompor
gas/koempor BBM/kayu bakar/arang.

PASAL 5
TATA CARA PEMBAYARAN

KAI akan menerbitkan tagihan/Invoice 2 (dua) hari

setelah penandatanganan Perjanjian.

Pembayaran Harga Sewa dilakukan PENYEWA dengan

transfer dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk pembayaran lunas di muka dilakukan paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja tagihan/Invoice
diterbitkan;

b. Untuk pembayaran secara bertahap:

1) Pembayaran Tahap Pertama dilakukan paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak
tagihan/Invoice diterbitkan;

2) Pembayaran Tahap Kedua dan selanjutnya
dilakukan sesuai dengan tanggal pembayaran
sebagaimana ditentukan dalam Lampiran II
Perjanjian.

c. Dalam hal Pembayaran Harga Sewa secara
bertahap sebagaimana dimaksud pada butir b
angka 2, tagihan/invoice akan diterbitkan sebelum
tanggai pembayaran sebagaimana diatur daiam
Lampiran II Perjanjian ini.

Apabila PENYEWA terlambat melakukan pembayaran

Harga Sewa maka akan dikenakan denda dengan

besaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian.

Apabila PENYEWA melakukan pembayaran tidak sesuai

dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam

Perjanjian ini, maka pembayaran tersebut dianggap

tidak sah, PENYEWA bertanggung jawab sepenuhnya

atas segala akibat yang timbul karena hal tersebut,
dan PENYEWA tstap melakukan pembayaran kembali

I Halaman £ dari 8




(s)

(6)

(7

)
(2)

(3

(4)

)

(6)

(1)

(2)

(3

(4)

kepada KAl sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian
inl,

Seluruh biaya serta akibat yang timbul darl
dikenakannya denda dan gantl rugl, menjadi tanggung
Jawab PENYLWA sepenuhnya.

Pembayaran Harga Sewa, denda atas keterlambatan
pembayaran Harga Sewa, ganti rugl, dibayarkan oleh
PENYEWA dengan cara transfer ke rekening KAI
scbagaimana dijelaskan dalam Perjanjlan,

Seluruh biaya transfer terkait dengan pembayaran
Harga Sewa, denda dan ganti rugi menjadi beban dan
tanggung jawah PENYFWA,

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANIIAN

Perjanjian Sewa berlaku untuk jangka waktu
sebagaimana tersebut dalam Perjanjian.
Dalam hal PENYEWA bermaksud memperpanjang
Perjanjian Sewa, maka PENYEWA wajib memberitahu
maksud tersebut kepada KAI secara tertulis yang
paling lambat diterima oleh KAI 30 (tiga puluh) hari
kalender sebelum Yangka Waktu Perjanjian berakhir,
Dalam hal PENYEWA mengajukan permohonan
perpanfangan masa sewa setelah jangka wakty
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui,
maka PENYEWA dianggap tidak mengajukan
permohonan Perpanjangan Perjanjian dan Perjanjian
berakhir sesuai Jangka Waktu yang telah ditetapkan.
Dquap tidak diajukannya Permohonan Per'panjangan
Perjanjian oleh PENYEWA yang mengakibatkan
Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang telah
ditetapkan, maka KAI berhak untuk menawarkan
Sbg:l; ?);v::K untuk periode persewaan yang baru
epada LAIN meskipun Jangka W
Bl b pl gka Waktu Perjanjian
KAI berhak untuk menerima ataupun menolak
permohonan perpanjangan jangka waktu Perjanjian
yang diajukan PENYEWA.
Permohonan perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian
sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak
memberikan hak eksklusif kepada PENYEWA untuk
mendapat prioritas utama, maka apabila dalam
Jjangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum
Jjangka waktu Perjanjian berakhir terdapat lebih dari 1
(satu) calon PENYEWA yang berminat terhadap lokasi
Objek Sewa yang dimanfaatkan oleh PENYEWA, maka
KAI berhak melakukan proses pemilihan Calon
Penyewa berikutnya sesuai dengan mekanisme dan
ketentuan yang beriaku di lingkungan KAT,

PASAL 7
DENDA

Dalam hal adanya keterlambatan pembayaran Harga
Sewa maka PENYEWA dikenakan denda sebagaimana
ditentukan dalam Perjanjian ini.

KAI memberikan Surat Peringatan Pembayaran
sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan
tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari
kalender.

Apabila dalam masa pemberian Surat Peringatan
Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
PENYEWA melakukan Pembayaran, maka Perjanjian
menjadi berlaku kembali, namun tetap dikenakan
denda keterlambatan pembayaran.

Apabila PENYEWA melakukan pelanggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan masih
ingin meneruskan Perjanjian, maka PENYEWA wajib

FI'KERETA API INDONES|A (PERSER) | SEWA

(1)

(2)

(3
(4)

(1)

(2)

(3)

mengemballkan Objek Sewa seperti keadaan semula
dan membayar denda sebesar 3x (tiga kali) dari Harga
Sewa.

PASAL 8
ASURANSI

Seluruh bangunan yang disewa PENYEWA harus
diasuransikan pada perusahaan asuransi yang
disepakati oleh PARA PIHAK, baik terhadap bahaya
kehakaran maupun hahaya kerusakan lain.

Besarnya tanggungan asuransi sebagaimana tersebut
pada ayat (1) pasal Ini akan ditentukan oleh PARA
PIHAK.

Premi asuransi menjadi beban PENYEWA.

Buktl Polis Asuransi diserahkan kepada PIHAK
PERTAMA.

PASAL 8

SANKSI
Apabila terjadi suatu pelanggaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4, maka:

a. PENYEWA dianggap telah memberikan kuasa yang
tidak dapat dicabut kembali karena alasan apapun
kepada KAI untuk menguasai Objek Sewa,
memasuki dan/atau memasang segel, patok papan
pada Objek Sewa, pekarangan, bangunan dan/atau
Sarana Milik PENYEWA pada Objek Sgwa dan
karena itu pemberitzhuan surst juru sita atzu
surat-surat lain yang berkekuatan sama tidak
diperiukan lagi; )

b. KApIeberhak gr:tuk mengakhiri Perjanjian ini dan
dengan seketika tanpa somasi menuntut
pembayaran sekaligus lunas kepada PENYEWA atas
jumlah-jumlah hutang PENYEWA berupa Hutang
atas Harga Sewa, denda, pajak dan ganti rugi.

Apabila  setelah  diberikan Surat Peringatan

Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (2) ‘tetapi PENYEWA tidak melakukan

Pembayaran, maka KAI berhak memutus Perjanjian

secara sepihak.

Apabila di kemudian hari diketahui pernyataan dan

jaminan PENYEWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10 tidak benar, maka KAI dapat mela_kukan

pemutusan Perjanjian dengan ketentuan sebagaimana

diatur dalam Perfaniian ini.

PASAL 10
PERNYATAAN DAN JAMINAN

PENYEWA menyatakan dan menjamin bahwa:

PENYEWA memiiiki kewenangan yang dibutuhkan
untuk  menandatangani  Perjanjian inl  dan
melaksanakan sepenuhnya serta mematuhi kewajiban-
kewajiban di dalamnya;

PENYEWA tidak berada daiam keadaan paliit dan/atau
tidak berada dalam keadaan wanprestasi atau
mempunyai tunggakan kepada KAI;

PENYEWA tidak terlibat dalam sengketa, atau terdapat
proses persidangan atau proses penyelesaian sengketa
lainnya, atau dalam keadaan yang dapat menimbulkan
sengketa, yang dapat mempengaruhi kemampuan
PENYEWA untuk melaksanakan dan mematuhi
kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau
mempengaruhi keabsahan Perjanjian;

KAI

fay
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PUNYEWA  telan memenphUme s kan  aa s

taesion peoayaratan (a0 Mau dalumen dodumen

vang dbwaduhhoan bhagn UNYTWA untik

1) Secva aah menandatangan
Ravmwd  fanvatau  Kewaphannyy
Perjantion i

IY Mombunt Perdnian ini dapat diteima  dalom

pengadian dan yundiksi pandinannya, dan;

1Y Memachiian kelanjotan ixn usahanya yang telah
dperieh, telsh diselesakan dan/atau dipenuhi
oo PENYEWA.

PENVEWA manismin hahwa setiap infremasl yang
dberkan termasuk  perubahannya  adalah  benar
adanya, ¢an apabila di kemudian hari diketahul tidak
henat. maka KAl dapat melakukan pemutusan

Perjannan  dengan ketentuan sebagaimana diatur

datam Perjaniian ini;

PENYEWA akan memastikan untuk melaksanakan dan
menyerablan kepada KAI sebelum, pada saat, atau
seivieh langual peleksanaan dari Perjanjian ini, alas
setiap dokumen tambahan, perjanjian, atau sertifikasi
vang d'pandang penting dan diperlukan dalam rangka
memalankan ketehtuan-ketentuan dalam Perjanfian
LN

PENYEWA telah cukup memahami berbagal peraturan

dan kewajiban normatif lainnya yang terkait, dan

memenuhi  seluruh  ketentuan dan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

PENYEWA menjamin bahwa penggunaan Objek Sewa

o'eh PENYEWA sesuai penggunaannya sebagaimana

diatur dalam Perjanjian ini dan memenuhi syarat dan
ketentuan sebagai berikut:

1) Tidak mengganggu dan/atau merusak Sarana,
Prasarana dan Aset KAI yang berada di sekitar
Cbjek Sews;

2) Tidak mengganggu operasional kereta api.

P_ENYEWA akan mematuhi segala peraturan yang

Cikeluarkan KAI terkait dengan pelaksanaan Perjanjian

ini;

Terhadap resiko apapun yang ditimbulkan dari fasilitas

milik PENYEWA pada Objek Sewa menjadi kewajiban

dan tanggung jawab PENYEWA;

PENYEWA membebaskan KAI dari segala gugatan,
tuntutan dan/atau klaim dari pihak manapun tuntutan
pihak lain dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada

Pihak lain dan/atau lingkungan di sekitarnya apabila

terjadi kerusakan dan kerugian dari segala akibat yang
timbul atas penggunaan Objek Sewa yang ditimbulkan
dari segala hal yang berkaitan dengan pemanfaatan
Objek Sewa;

PENYEWA menyerahkan Objek Sewa pada saat
Perjanjian berakhir, yang dilakukan dengan biaya
sendiri dan tidak meminta ganti rugi dalam bentuk
apapun kepada KAI;

PENYEWA tidak akan melakukan perbuatan apapun
yang dapat mengakibatkan  hilangnya  hak
kepemilikan/penguasaan dari KAI atas Objek Sewa oleh
sebab/alasan apapun;

Setiap pernyataan dan jaminan tersebut di atas dibuat
dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan
fakta dan hal material apapun, dan dengan demikian
PENYEWA akan bertanggung jawab sepenuhnya atas
kebenaran dari hal-hal yang telah dinyatakan di atas,
demikian pula akan bersedia bertanggung jawab baik
secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan dan
jaminan ini tidak sesual dengan keadaan sebenarnya;
Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian ini,
PENYEWA telah membaca dan mengerti seluruh
ketentuan dan syarat yang disepakati dalam Perfanjian

metakianak an
beroasarpn
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(4)

(5)

(6)

7

inf, dan dengan suatu itikad balk akan melaksanakan
semua ketentuan dan syarat dalam Perjanjian inf sasual
dengan peraturan perundang-undanqgan yang berlaku,
Pabwa selama Perfanfian inl herdangsung PENYEWA
hdak akan mengajukan tuntutan pidana dan/atau
gugatan perdata serta upaya hukum lainnya yang
berkatan Ohjek Sewa sebagaimana yanqg dimaksud
dalam Perjanfian ini.

PASAL 11
BERAKHIRNYA PERJANIIAN

Berakhirnya Perjanjian disebabkan telah berakhirny2

fangka waktu Perjanjian.

Perjanjian dapat berakhir antara lain disebabkan oleh

hal-hal sebagai berikut .

a. Salah satu PIHAK mengalami force majeure dan
hasil perundingan memutuskan Perjanjian tidak
dapat dilanjutkan, dengan ketentuan sebagaimana
diatur dalam Perjanjian ini,

b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian
sebeium Jangka Waktu Perjanfian berakhir;

¢. PENYEWA usahanya bubar, melakukan
penggabungan yang dapat mempengaruhi
kepentingan usaha PENYEWA;

d. Tidak diperolehnya perijinan yang diperfukan.

Perfanjian dapat diakhiri secara sepihak oleh KAI

antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

a. Objek Sewa akan dipergunakan untuk kepentingan
Negara dan/atau KAI dengan ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 12;

b. Apabila PENYEWA telah melanggar Perjanjian ini
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Apabila PENYEWA tidak lagi memiliki Legal
Standing/ status hukum dan/atau tidak cakap
sebagaimana  disyaratkan oleh  Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;

d. Apabila PENYEWA terkena sanksi sebagaimana
dimaksud dalam Perjanjian ini;

e, Apabila Instansi yang berwenang menyatakan
adanya ketidakbenaran atas isi dan atau dokumen-
dokumen yang diberikan PENYEWA; atau

f. Apabila terdapat Indikasi penyimpangan berupa
manipulasi harga, dalam hal ini penurunan harga
(mark down), pemalsuan identitas PENYEWA,
syarat umum dan administrasi yang disepakati,
maka KAI dapat melakukan pemutusan Perjanjian
ini untuk mencegah potensi kerugian berdasarkan
Hasil Audit.

Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat

(2) dituangkan dalam Berita Acara yang

. ditandatangani oleh KAl dan PENYEWA.

Pengakhiran Perjanjian karena hal-hal sebagaimana
dimaksud ayat (3) dilaksanakan dengan Surat
Pemutusan Perjanjian dari KAI setelah diterbitkannya
somasi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam
waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diketahuinya hal
sebagaimana ayat (3) tersebut.

Berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat
(2) huruf a dan b tidak menghilangkan kewajiban
pembayaran sewa, pajak-pajak, denda dan/atau ganti
rugi dari bekas PENYEWA yang akan dihitung secara
proporsional, dan selanjutnya kepada bekas PENYEWA,
KAI akan menerbitkan Surat Penagihan atas kewajiban
tersebut.

Berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf ¢ dan ayat (3) tidak menghilangkan
kewajiban pembayaran sewa, pajak-pajak, denda
dan/atau ganti rugi dari bekas PENYEWA yang akan

KAl PENYEWA
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(8)

"

(n

(2)

(3

—

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

b

(10) PARA  PIMAK  sepakat

ditertatkan Surat Penagihan atas kewajiban tersehut
dan Harga sewa yang telah dibayarkan tetapi betlum
diialani prectasinys menjadi milik KAL

PENYEWA  bertangqung  Jawab  sepenuhnya  dan
membebasian KAl atas tuntutan, gugatan, kerugian,
vang timbul dikarenakan Pemutusan Perjanjlan inl,
KA  tidah  memliki kewajiban  apapun  untuk
memenuhi/mentaati Perjanjian yang dibuat antara
PENYEWA dengan Pihak Lalnnya terkait Objek Sewa.
untuk  mengesampingkan
Letentuan Pasal dalam 1266 dan 1267 KUH Perdata.

PASAL 12

PENGGUNAAN OBJEK SEWA UNTUK KEPENTINGAN

NEGARA DAN/ATAU KAI

Apabila KAl mendapat penugasan dari Pemerintah
dan/atau akan membangun Jalur baru yang akan
menggunakan sebagian dan/atau selurul dari Objek
Sewa, maka KAI akan memberilehukan secara Lertulis
\epada PENYEWA paling lambat 1 (satu) bulan
sebelum pelaksanaan Pembangunan tersebut,
Da!am hal KAl akan mempergunakan sebagian dari
g:fjjckFSewa d:n PENYEWA masih ingin meneruskan
anjian, maka segala sesuatunya ak di
dalam Addendum Perjanjian. PRI T
Dalam hal KAI akan Mmempergunakan seluruh Objek
Sewa, maka Peqanjlan ini diakhii dan KAI akan
mengembalikan sisa pembayaran atas jangka waktu
sewa yang belum dijalani tetapi telah dibayar penuh
oleh PENYEWA, Yang dihitung secara proporsional.
:«c:;'g_;aak:;an :heganﬂan akan dituangkan dalam Berita
gakhiran Perjanjian yang ditanda- i
oleh Para Pihak. rienjan yang i

PASAL 13
PENAMBAHAN LUAS OBJEK SEWA

Apabila PENYEWA akan melakukan penambahan Luas
Objek Sewa, maka PENYEWA wajib mengajukan
Permohonan secara tertulis kepada KAIL

KAI akan melakukan pengukuran dan penghitungan
Harga Sewa kembali atas Objek Sewa dan PENYEWA
dikenakan biaya ukur untuk setiap Penambahan Luas
Objek Sewa.

Penambahan Luas Objek Sewa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan (2) selanjutnya akan dituangkan
dalam Addendum Perjanjian.

PASAL 14
SARANA MILIK PENYEWA

PENYEWA dengan biaya dan tanggung jawabnya
sendiri dapat melengkapi Objek Sewa dengan Sarana
Milik Penyewa yang sesuai dengan sifat usaha, setelah
mendapatkan persetujuan dari KAL

Semua material Sarana Milik Penyewa yang dipasang
narus dibuat dari bahan berkuaiitas baik, dan tetap
memperhatikan aspek keselamatan dan keindahan,
sekurang-kurangnya sesuai dengan standar yang
ditetapkan oleh KAI, serta memenuhi perizinan yang
dipersyaratkan  peraturan  perundang-undangan
dan/atau persyaratan yang diwajibkan oleh instansi
yang berwenang.

Sarana Milik Penyewa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat disewakan kepada PIHAK LAIN dengan
ketentuan tidak melebihi jangka waktu Perjanjian ini
dan mendapatkan persetujuan tertulis dari KAI

PTKERENA AP INDONESIA (PERSERO) | SEWA
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PASAL 15
PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN UBJEK SEWA
Selama  berlakunya perfanjlan ini  PENYEWA

(1)

()

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

3)

berkewajiban untuk memelihara Objek Sewa sebalk-
balknya darl seqala kerusakan yang timbul sebagal
akibat dari kesalahan PENYEWA dan atau orang lain
yang menjadi tanggungannya dan pula kerusakan-
kerusakan yang menurt hukum dan  kehlasaan
menjadi tanggungan PENYEWA terkecuali kerusakan-
kerusakan itu bukan disebabkan oleh kelalaiannya atau
kesalahan PENYEWA dan atau orang lain.

Apabila PENYEWA tidak melakukan pemeliharaan
sebagalmana dimaksud ayat (1) KAI akan menunjuk
Pihak Lain dan biaya atas pemeliharaan tersebut
menjadi tanggungjawab PENYEWA.

PASAL 16
GANTI RUGI

PENYEWA wajib memberikan ganti rugi kepada KAI
apablla terjadi kerusakan/gangguan yang ditimbuikan
atas hal-hal sebagai berikut:

a. Keglatan pembanqunan/penempatanlnemasanqan
dan/atau penanaman Sarana Milik PENYEWA pada
Objek Sewa;

b. Penggunaan Objek Sewa oleh PENYEWA;

C. Kesalahan dan/atau kelalaian PENYEWA;

Atas kerusakan/gangguan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), KAl akan melakukan investigasi dan

perhitungan untuk menentukan besaran Ganti Rugi
yang harus dipenuhl PENYEWA.

Dalam  hal  kerusakan/gangguan sebagaimana

dimaksud ayat (1) mengakibatkan kerugian bagi Pihak

Lain, maka KAl tidak bertanggung jawab dan

dibebaskan dari segala klaim, gugatan, dan/atau

tuntutan dari Pihak manapun.

PASAL 17
FORCE MAJEURE

Kecuali kewajiban untuk melakukan pembayaran bila
telah jatuh tempo berdasarkan Perjanjian ini, tidak
satu  PIHAK pun bertanggung jawab atas
keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan suatu
kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian ini jika hal
itu disebabkan oleh atau timbul karena sesuaty
kejadian atau keadaan yang memaksa (force majeure)
yakni peristiwa-peristiwa di luar kekuasaan manusia
yang menghambat pelaksanaan Perjanjian ini antara
lain bencana alam, blockade, keadaan perang,
pemogokan atau gangguan perburuhan lain,
kerusuhan atau kegaduhan masyarakat yang tidak
disebabkan oleh kelalaian dari PIHAK yang menuntut
suatu keuntungan dari Pasal ini atau oleh Kebijakan
Pemerintah atau oleh suatu sebab yang berada di luar
kekuasaan PIHAK yang terkena, baik keadaan yang
serupa atau tidak, dengan sebab-sebab tertentu.
PIHAK yang mengalami keadaan force majeure wajib
memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam
Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
kalender setelah terjadinya force majeure, disertal
Pernyataan tertulis dari instansi yang berwenang /
Pemerintah Setempat.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan
pada ayat (2), PIHAK yang tertimpa force majeure

KAl PENYEWA
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(4

)

(&)

@)

(8)

(1
(2)

(3

(4)

(1)

)

tdak membentahukan kepada PINAK lainnya force
mateorr vang  dislaminga, maka  foce  majeure
tersebut daangaap Uidak pemah ada, dan PARA PINAK
tetap  menjaankan  hak  dan  kewajibannys
SEDAQA AN datur Galam Penanpan i

Apabida datam waktu 7 (tujuh) harl kalender setelah
PIHAN lainaya menenma  pemberitabuan  tentang
terindiny a Rvee madeure tersebut atau menerima surat
\elerangan  dari  instansi  berwenang,  belum
memberkan tanggapan, maka PIHAK yang menerima
pembantabuan dianggrp telah menyetujui keadaan
Rary e maiepere terenhat \
PIHAK yang tertimpa forve majeure sedapat mungkin
untik berusaha memperbalkl keadaan yang menjadi
penyebab  kegagalan atau penundaan pemenuhan
kewajiban  dan  akan  melanjutkan pemenuhan
kewajiban berdasarkan Perjanjlan Inl, selanjutnya
dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender.

Sejak disetujuinya force majeure oleh PIHAK lainnya
PARA PIHAK segera betunding untuk menentukan
penyelesaian selanjutnya yang dituangkan dalam
Addendum Perjanjian yang merupakan satu kesatuan
dan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Dalam hal keadaan force majeure tersebut tidak dapat
diselesaikan dengan perundingan antara PARA PIHAK,
maka Perjanjian dapat diakhiri sesuai ketentuan
tentanq Berakhimya Perfanjlan.

Segala biaya dan/atau kerugian yang diderita oleh
PIHAK yang mengalami force majeure tidak menjadi
beban dan/atau tanggung jawab PIHAK lainnya.

PASAL 18
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN
PERSELISIHAN

Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan
Hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat
dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan dilesaikan
melalui musyawarah untuk mufakat.

Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) gagal, maka PARA PIHAK sepakat untuk
menyelesaikan dengan melalul Pengadilan Negeri
sebagaimana dalam Perjanjian Sewa Aset.

Dalam hal PARA PIHAK, sedang dalam proses
penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) atau ayat (3) maka PARA PIHAK tetap
melaksanakan segala ketentuan sebagaimana diatur
dalam Perjanjian ini kecuali disepakati lain oleh PARA
PIHAK,

PASAL 19
PAJAK DAN BIAYA LAINNYA

Pajak-pajak sebagal berikut:

a. Bea Materai;

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

¢. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau;

d. Pajak lain yang timbul sehubungan dengan
pelaksanaan Perjanjian,

Tunduk pada ketentuan peraturan perpajakan yang

berlaku serta menjadi beban dan tanggung jawab

PENYEWA sepenuhnya kecuali Pajak yang merupakan

kewajiban KAL Pada saat berakhirnya Perjanjian ini,

PENYEWA harus telah melunasi semua utang pajak

yang menjadi beban PENYEWA. )

PENYEWA wajib menyerahkan tanda  bukti

setor/pembayaran pajak yang menjadi kewajiban

PENYEWA.

PT KERETA APHINDONESIA (PERSERQ) | SEWA
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(4)

(5)

(1)

(2)

(3)
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(1)

(2)

(1)

PENYEWA harus telah melunasl semua Hutang pajak
yang menjadi heban PENYEWA pada saat berakhirnya
Perjanjian ini.

Seluruh ongkos dan blaya-blaya lainnya yanqg bertalian
dengan penggunaan Ubjek Sewa termasuk namun
tidak terbatas pada biaya lain untuk penataan/relokasl,
herperkara di pengadilan maupun untuk eksekusi blaya
untuk menagih hutang serta seluruh biaya yang
menjadl  tanggungan PENYEWA, dibayar olch
PENYEWA.

Apabila KAl telah membayar terlebih dahulu untuk
semua hlaya sehagaimana dimaksud pada ayat (4),
maka PENYEWA mengakui segala jumlah tersebut
sebagal tambahan atas kewajiban pembayaran.

PASAL 20
PENGAWASAN

KAl melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas

pelaksanaan Perjanjian ini, terrmasuk namun Llidak

terbatas pada hal-hal:

a. Melakukan Pengawasan atas Pelaksanaan
Kewajiban PENYEWA berdasarkan Perjanjian ini;

b. Melakukan Pemeriksaan ataskondisi  Objek
Sewabalk secara berkala maupun sewaktu-waktu;

¢. Melakukan pengecekan pada Objek Sewa pada saat
berakhirnya Perfanjian.

Pengawasan atas pelaksanaan Perfenjian  ini

dilaksanakan oleh KAI dalam hal ini dilakukan oleh :

a. Senior Manager/Manager Pengusahaan
Aset/Komersial  Daop/Divre/Subdivre  tempat
kedudukan Objek Sewa;

b. Senior Manager/Manager Aset
Daop/Diyre/Subdivre tempat kedudukan Objek
Sewa.

Apabila setelah dilakukan Pengawasan dan

Pemeriksaan ditemukan indikasi adanya pelanggaran
terhadap Perjanjian Ini, KAI dapat melakukan hal-hal
antara lain:

a. Memberitahukan secara tertulis Hasil Pengawasan
dan Pemeriksaan, berupa Saran dan Masukan
untuk perbaikan;

b. Memberikan Surat Teguran apabila Saran dan
Masukan sebagaimana dimaksud huruf 2 tidak
dilakukan oleh PENYEWA.

Apabila teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

tidak dilaksanakan oleh penyewa maka KAI dapat

melaksanakan ketentuan pasal 4 dan pasal 9 syarat
dan ketentuan ini.

PASAL 21
PRINSIP KETERPISAHAN

Apabila sebagian isi Pasal dalam Perjanjian ini batal
demi hukum atau dibatalkan maka tidak akan
membatalkan isi Pasal-pasal lainnya atau tidak akan
membatalkan Perjanjian ini.

Apabiia seluruh isi Pasai dalam Perjanjian ini batai demi
hukum atau dibatalkan maka tidak akan membatalkan
Pasal Berakhimya Perjanjian, Pasal Hukum yang
Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan dan Prinsip
Keterpisahan.

PASAL 22
KERAHASIAAN

PENYEWA menjamin akan menjaga kerahasiaan setiap
data/keterangan dan informasi-informasi lain yang

0
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bersitan  dengan  perjanpan  dan  tidak  akan
mengisfemadihan Lepada Mhak lain yang tidak
berkepentingan dengan alasan apapun fuga selama
dan sesudah berakhirya Perjanjian inl, kecuall hal-hal
Yang merupakan mikk umum (pubic domamn) atau
dharuskan dibuka berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undanganyang berlaku;

(7)) PENYEWA menjamin untuk menyimpan asli maupun
talnan dan  dokumen/surat-surat dalam  bentuk
apapun  sebagal pertinggsl dan akan senantiasa
menjaga  kerahasiaannya selama dan  sesudah
herakhirnyva perfanfian int \

PASAL 23
KORESPONDENSI

(1) Semua pemberitahuan dari KAl kepada PENYEWA atau
sebaliknya baik tertulis, telepon, faksimili, maupun e-
maii, dialamatkan kepada Korespondensi masing-
masing.

(2) Surat menyurat atay pemberitahuan-pemberitahuan
tersebut dianggap telah diterima dalam waktu 3 (tiga)
han kalender setetah dimasukan kedalam Pos tercatat,
atau 3 (tiga) hari kalender sejak diserahkan kepada
perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir intern dari masing-
masing PIHAK,

(3) Pengiriman melalui faksimili dianggap telah diterima
kode jawaban (answer back) pada konfirmasi faksimili
pada pengiriman faksimili,

(4) Perubahan penggunaan alamat dan media komunikasi
lainnya wajib diberit tahukan dalam jangka waktu
sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender
sebelum dilakukan perubahan tersebut.

PASAL 24
PENGEMBALIAN OBJEK SEWA

{1) Dengan tidak diajukannya Permohonan Perpanjangan
Perjanjian oleh PENYEWA, yang mengakibatkan
ngjanjlan berakhir sesuai jangka waktu yang telah
ditetapkan, maka paling lambat pada tanggal
berakhimya Perjanjian PENYEWA wajib mengosongkan
Objek Sewa dari sarana/fasilitas milik PENYEWA dan
menyerahkan Objek Sewa kepada KAI dalam keadaan
baik dengan kondisi sekurang-kurangnya seperti saat
dimulainya Perjanjian, kecuali kemunduran karena
usiz  dan atau kondisi setelah dilakukan
perubahanberdasarkan berita acara perubahan sesuai
ketentuan yang diatur dalam Perjanjian.

(2) Apabila Jangka Waktu Perjanjian diakhiri karena
kepentingan Negara dan/atau KAI akan menggunakan
Objek sewa tersebut maka PENYEWA berkewajiban:

a. Menyerahkan Objek Sewa kepada KAI selambat-
lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perjanjian ini
berakhir dalam keadaan bebas dari tuntutan Pihak
manapun, dalam kondisi terpelihara dan seperti
semula;

b. Melakukan Pengosongan/Pembongkaran Sarana
Milik PENYEWA yang melekat pada Objek Sewa.

(3) Pelaksanaan dan Biaya Pengosongan/pembongkaran
Sarana Milik PENYEWA dilakukan oleh PENYEWA sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
dilingkungan KAI dengan memperhatikan kondisi
sarana, prasarana dan aset KAl

(4) Apabila Pengosongan/pembongkaran Sarana ~ Milik
PENYEWA tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud ayat (3) maka PENYEWA bertanggungjawab
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untuk mengganti segala kerugian KAl dan Pihak Lain
yang timbul darl keglatan pengosongan dan

pembongkaran Sarana Milik PENYEWA sebagaimana
diatur dalam Pasal 16.
Apablla PENYEWA karena alasan apapun lalai atau
tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) maka Sarana Milik PENYEWA yang masih
berada pada Objek Sewa dengan sendirinya menjad|
milik KAl dan PENYEWA tidak dapat menuntut
pengembalian ganti rugi apapun terhadap Sarana Milik
PENYFWA tersehut,
Dalam hal Sarana Milik PENYEWA tersebut
mengganggu kepentingan KAI akibat tidak dilakukan
pengosongan dan pembongkaran oleh PENYEWA,
maka KAl dapat melakukan sendiri pengosongan dan
pembongkaran Sarana Milik PENYEWA dengan atau
tanpa bantuan alat kekuasaan Negara yang sah dan
biaya untuk maksud tersebut menjadi tanggungan
PENYEWA.
Hak KAl untuk melakukan sendiri pengosongan Objek
Sewa berikut segala sesuatu yang berada di atas Objek
Sewa adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Perjanjlan Ini, sehingga untuk itu suatu Surat
Kuasa Khusus tidak diperlukan lagi, jika PENYEWA
melakukan wanprestasi maka KAI akan menggunakan
haknya tersebut,
Setelah Penyerahan Objek Sewa atau sesudahnya
PENYEWA tidak berhak untuk mengajukan tuntutan
pembayaran pengganti lainnya dari biaya-biaya yang
mungkin telah dikeluarkannya selama berlangsungnya
Perjanjian untuk hal apa pun terkait Objek Sewa.
Kewajiban Pengembalian Objek Sewa sebagaimana
diatur pada_ ayat-ayat tersebut di atas akan tetap
:,ﬁ"':;‘“ meskipun Perjaniian inl telah berakhir atau
iakhiri,

PASAL 25
PENUNDAAN PELAKSANAAN PERJANIIAN

Salah satu PIHAK dapat melakukan penundaan
terhadap pelaksanaan Perjanjian ini untuk mencegah
potensi  kerugian, apabila terdapat indikasi
penyimpangan  danjatau  kecurangan  berupa
manipulasi harga (mark up danfatau mark down),
proyek fiktif, pemalsuan identitas, syarat umum dan
administrasi yang disepakati berdasarkan evaluasi
yang dilakukan oleh pihak independen yang ditunjuk
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan

_ berlaku efektif sampai dengan adanya Hasil

(3)

(1)

Audit/Pemeriksaan oleh Pihak Independen yang
selanjutnya dinyatakan dalam Berita Acara.

Segala risiko dan biaya yang timbul akibat penundaan
Perjanjian, menjadi beban dan tanggung jawab
masing-masing PIHAK,

® PASAL 26
KETENTUAN LAIN-LAIN

Apabila terdapat .perubahan dan tambahan atas
Perjanjian ini, maka perubahan dan tambahan tersebut
akan mengikat PARA PIHAK sepanjang dibuat secara
tertuiis dan dibuatkan Addendum yang ditandatangani
oleh PARA PIHAK, yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan Perjanjian ini.

| Hataman 7flari 8
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Seron ipepean dvam Pesjanpan in MG yang Akan
AR e s aeh PARA PINAR mecpalan hagian
VN AL e et dars Pariang Ay i

Perisniaan v mangl st pevsrut bak {siqocnt i Hitle)
PUNL PEARTIVA PENQANAN Ry (AS4ONee) dAAM hat
trriad pennfakan, pengathan hak, merger, akuisit,
peruhahan apms dan sau prrubatan kepemvirkan
cahan

PARA PIMAL sepalal petul mplakeanakay Perjanfian
v dengsn rpas penuh tanggung jawab derngan didasarl
Lepe b agsn bereama

Anahits PENYFWA wanprectacl. maka tangaung fayeah
Pasahaysran berupa Marga Sewa, Pajak, denda, sanksi
dan ganti rug terkait dengan Sewa yang menjad)
neban PENYEWA  don belum  didaksanakan  akan
dNtung secars proporsional vleh Karenanya secara
otematis menjad Pengatuan Utang PENYEWA,

I’I'KEIL'I‘AAP"NDONBIA(PL‘RSLDO}] SEWA

PENYEWA

AT F
’ Halaman f dari 8




(o19s104) eyseuopu] dy e300 14 Bujuaxey BueBaway

om...‘umm r0f C¥ “ 0SL°SLT1°0f ey _ 000'STE w2 "dy 000°'SZ6'+Z "dy 000°0ST "dy 000°0SZ 67 "ty #._w yejwng 1

ITTeTTeTISETIY $.T°COT'8S Oy |8L9°4SL'S ®W | 005 ZPE'ZS ‘dy 005'Z6¥'Z "dy 0 'dy 000'058'6t "dy szozZIIT | ¢ |

TTLTSLTSTTRRI TN >nmn oon.,o.o .n.._ ;-sm.._ml._.;m.m..m.a “dy 000'SES'bS 'dy 000586t "dy 0 dy oS.omu.o_W.nu muomwiﬂ.w.ﬂ - 4” q.. “

LTSI TSTINE TS .mn .nnm n‘u n«a N w.nmm..u.n..”iu.um M,oom....an.hm "dy 005°2Lv°L Ay 0 "dy 000°058°6% 'dy _ ..uo~.~.ﬂ.ﬂ.ﬂ..w.ﬂ |

CTCISTTsites it 00T 0Or'es n.., ...ru~.omm.\mr.mm. _,"ooo.ann.mm dy 000'0£6'6 'dyY 0 dy ooo.mw.n.nw dy B _ MNoNINu:.n_-lm .
$ICTSTIETINGITL ! nn...ua.;lww cy | 000 0055 "dy J‘_oau.coa.om dy 0 dy 000'0ST "dy 000'058 "6 "dY _f zzoz'ot'en | 1

| \ 1

Ly Tt it HNOWY asewheg ” %Ll Ndd " yejwnp .¥ 1sejensg vAeg .g isens|uwpy efeig ._ ueieAequiad yonod | uluuay jebBuey m ‘oN

R e 4207 J2QW3s3Q TE P'S £20Z WeNue( 10 emas esew Lebuop emas ueieAequad ueury

000'TZT-5'8Z8 +Z1'00 : dMdN

) VINCIOd NYQ3IW IVIWYA ¥HINS T9'ON TOINOS WYWI I( : L WeY

VHVLN YHALYWNS ISNIAOYd NYONNBNHY3d SYNIQ denbua ewepy

RSB GE | LNNODDY IVNLYIA HOWON NVHIdWY

S I N e,

B

“haent [ kesy

IPOTr Ul B Wty VosY UnkyREnDuag ‘
CRLT 3 MWL ip (0u3ASHAL) VISINOONI \dY YLIHAN Ld

AR gl 2ty




' PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DIVISI REGIONAL | SUMATERA UTARA
GAMBAR SITUAS| PERSEWAAN DI WILAYAH SPV PENJAGAAN ASET 1.2 BINJAI

/“ EMPLASEMEN/PETAK JALAN MEDAN - BINJAI

-~ LINTAS OPERASIONAL/NON OPERASIONAL MEDAN ~ KUALA

. 27'000

AN, A | ettt dedetydood) brbpduibst .

FH-' T ek dr e ATy ‘."'."'l":":"f‘l‘_",'[‘lt]n:m;nm.:rm:ﬂmnn::m*:nmumwm

'. . ]

Al S iy : ¥m, 214022,
j | e | m.21+022,5
18 K s \ /

—

' Ay
P |-

—— e

ey
R

( s

S hmrar s s rrerr td b

oy . 2 g '.; s o 5 .:
PERARON = made e e, ___WATERREsER -
" ow | R iR e S T e T e o
. _—__"—-—--__-_.
i_!g_n_nft 5 : ! ; i e
= o Ji e ars ‘ {
— l— } Tir A _‘!-.“3.'5 _______
3 i WATERKOLOM § |
1 ! T
Is2 . N
— ey M
o ~
ey i
.,‘“Qg - %_*‘

i
i
|
|

v ' i .-
N Bt
KETERANGAN GAMBAR BATAS PEMANFAATAN DETAIL DENAR
! ID ASSET :
D Tanah milik PT kAl (Persero) _ (e
vang disews clen : Utars; - S Digambar Tgl, 11 Agustes 2022
PEMERINTAH PROVINS| | a e |
SUMATERA UTARA. e ‘ S ———
Terletak di sebelah Kirf Jalur K4, 2800 SAE T T A TANAH !
dengan ukuran : w—— ; B ; S i:28 SKALA 1:1000
Luas Tanah = 2,740 M? = : SRS S
» ) KETERAN OKAS:
(Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Pulyh 22.00 ' sl -
meter persegi) ‘ Kra/Hm s
. 2 ¥ t 20+509,
Digunakan untuk TERMINAL B k4 lussTansh - :.1329 Msl Watsmls
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